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ABSTRAK 

 Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi 

Korban Perdagangan Orang Menurut Konvensi Hak Anak 1989 dan Hukum 

Nasional”. Setiap negara harus mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya 

penculikan, penjualan atau perdagangan anak dalam bentuk apapun dan untuk tujuan 
apapun (pasal 35 Konvensi Hak Anak 1989). Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya 

mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang salah 

satunya adalah perlindungan terhadap anak yang di perdagangkan namun pada 
kenyataannya kasus perdagangan anak di Indonesia masih terus terjadi tiap tahunnya. 

Pada tahun ini menurut data dari KPAI kasus perdagangan anak masih berjumlah 35 

kasus yang terdaftar. Data yang terhambat pada bagian pengadministrasiannya dan yang 
tidak terlapor pun masih banyak. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan efektivitas 

pada faktor pencegahan terhadap kasus perdagangan anak di Indonesia ini. Permasalahan 

yang dibahas adalah mengenai faktor penyebab terjadinya Child Trafficking di Indonesia,  
bagaimana peran hukum nasional atas efektivitas perlindungan hukum terhadap Child 

Trafficking, serta perlindungan hukum apa yang efektif agar Child Trafficking tidak 

terjadi lagi. Metode penelitian yang digunakan ialah Normatif. Tujuan dari penulisan ini 

adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab Child Trafficking di 
Indonesia, untuk menganalisis apakah hukum nasional dalam menangani Child 

Trafficking di Indonesia telah efektif, serta untuk menganalisis perlindungan hukum apa 

yang efektif agar Child Traffcking tidak terjadi. Jadi kesimpulannya adalah faktor utama 
penyebab terjadinya tindak kejahatan perdagangan anak yaitu ekonomi masyarakat. 

Selanjutnya, perupayaan yang dilakukan pemerintah serta masyarakat masih kurang 

maksimal dengan dibuktikan Indonesia masih berada di tingkat II pada tingkatan 

kesuksesan penanganan perdagangan anak menurut Kementrian Luar Negeri Amerika 
Serikat. Sehingga dapat disimpulkan pula upaya yang perlu ditingkatkan lagi untuk 

mencegah terjadinya perdagangan anak itu dengan menerapkan straf maxima terhadap 

pelaku tindak pidana perdagangan anak, studi hukum dengan negara lain serta 
memprioritaskan Hukum Perlindungan Anak. 

Kata Kunci : Perdagangan Anak, Anak, Perlindungan Hukum 
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ABSTRACT 

 The title of this thesis is “Legal Protection for Children as Victims of Human 

Trafficking according to Convention on the Rights of the Child 1989 and National 

Law”. State Parties shall take all appropriate bilateral and multilateral measures to 

prevent the abducation of, sale of or traffic in children for any purpose or any form 
(article 35 Convention on the Rights of the Child). In the national law No. 23 of 2002 

about Children Protection article 59 explain that the government and the state institutions 

have responsibilities to provide exclusive protection to the childrens that became the 

victim of human trafficking. Nowadays in Indonesia the child trafficking still happened. 
In this year, there are 35 cases of child trafficking that reported according to database 

from KPAI. There are some data of child trafficking that still obstructed in the 

administrative process even not reported yet. Therefore, the preventive way must be 
improved to cope the child trafficking progress. The discussions are about factors that 

cause children trafficking in Indonesia, the role of national law on the effectiveness of 

legal protection against child trafficking, the way to make the legal protection in 
Indonesia is more effectively also make child trafficking wont happened again. The 

method used in this thesis is normative method. The purpose of this thesis is  to analyze 

the factors that causes the child trafficking in Indonesia, to analyze the whether national 

laws have been effective to dealing with child trafficking cases, and to analyze what form 
or instrument of legal protections that can made the national laws more effectively to 

prevent the child trafficking. The conclussions are about the main reason that causes the 

Child Trafficking is poverty, Indonesia still in the second level for countering the Child 
Trafficking cases according to United States Ministry of Foreign Affairs. And last, there 

are some procedures to prevent the Child Trafficking that is applying straf maxima to 

child trafficker, improve the quality legal in Indonesia by observing others coutry legal 

about Child Protection, and made the Law of Child Protection as the priority in Indonesia. 

Key Words : Child Trafficking, Children, Legal Protection. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak adalah calon generasi penerus bangsa yang harus dilindungi baik 

oleh negara maupun semua pihak yang menurut hukum dianggap memiliki 

kecakapan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia anak dikategorikan sebagai kelompok rentan yang padanya 

diberikan perlindungan secara khusus.1 Anak sebagai kelompok rentan tidak 

hanya menjadi fokus negara untuk melakukan perlindungan atas haknya, 

tetapi hal ini juga menjadi perhatian dunia internasional. Perhatian tersebut 

dibuktikan dengan adanya International Covenant of Child Rights.  

International Covenant of Child Rights pada awalnya dipelopori oleh 

pemerintah Polandia yang memberikan dokumen yang mengikat secara 

yuridis untuk meningkatkan kualitas standar bagi hak anak didunia. Dokumen 

tersebut kemudian disahkan menjadi International Covenant of Child Rights 

pertama kali saat 20 November 1989 lalu mempunyai sifat imperatif saat 2 

September 1990.2 Indonesia meratifikasi kovenan tersebut yang mana 

dibuktikan oleh Indonesia dengan ratifikasi Keputusan Presiden Nomor 36 / 

1990

                                                             
1 Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia  
2 Raissa Lestari, Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convetion on 

The Rights of The Child) di Indoensia (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi 

Kepulauan Riau 2010-2015) 



 

 

tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak 

Anak). 

Banyak kasus terjadi di dunia khususnya kejahatan yang melibatkan anak sebagai 

objek kejahatan. Salah satu jenis kejahatan ini berupa perdagangan anak. Secara 

sederhana perdagangan anak ialah transaksi jual beli yang menjadikan anak sebagai 

objek transaksi yang menurut hukum merupakan hal yang dilarang.3 Anak sebagai 

korban perdagangan anak  menjadi bahan eksploitasi baik pada bidang perekonomian 

ataupun bidang lainnya. Sudah di tetapkan oleh konvensi hak anak tahun 1989 di pasal 

35 yang menjelaskan bahwa :4  

“States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral 

measures to prevent the abduction of, sale of or traffic in children for any purpose 

or any form” 

Terjemahan pasal ini adalah setiap negara harus mengambil tindakan untuk 

mencegah terjadinya penculikan, oenjualan atau perdagangan anak dalam bentuk apapun 

dan dalam untuk tujuan apapun, berarti perlindungan anak tentang perdagangan orang ini 

sudah di aware oleh konvensi ini untuk lebih mengedepankan pencegahan terjadinya 

kejahatan jual-beli orang khususnya pada anak dalam bentuk apapun dan untuk tujuan 

apapun. 

PBB dalam menangani perlindungan anak di dunia pada dan dibentuknya siding 

umum dari PBB untuk di bantu persrtujuannya terhadap berdirinya United Nations 

Intrnational Children’s Emergency Fund Organisasi ini lahir pada tanggal 11 September 

1946 saat PBB melaksanakan Sidang Umum. Berdirinya UNICEF ini berkat selesainya 

sengketa bersenjata dunia II menyebabkan mengurangnya kualitas serta kuantitas medis 

dan pangan tahun 1940-an. Saat ini, setelah fase kritis yang di sebabkan dari Perang 

                                                             
3 Ayu Amalia Kusuma, Efektivitas Undang-undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia, Lex et Societis, Vol. III, No. 1, 

2015, hlm 2 
4 Convention on The Rights of The Child, Article 35 



 

 

Dunia II UNICEF menjalankan tanggung jawabnya yang merupakan organisasi 

pembantu dari PBB untuk anak-anak di bawah naungan dunia. Misi dari UNICEF ini 

yaitu untuk membantu anak-anak survive dalam kehidupannya, membantu tumbuh 

kembangnya, menjaga kesejahteraan anak dan juga mencari jati diri masing-masing anak 

tersebut.5 

Hukum nasional menjelaskan perdagangan anak dikategorikan sama dengan 

perdagangan orang yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya pada Bab X bagian 

kelima yang membahas Perlindungan Khusus menjadi bukti  bahwa perdagangan anak 

juga perdagangan anak juga mempunyai perlindungan khusus di mata hukum. Undang-

Undang ini merupakan pengadopsian dari Convention on The Rights of The Child 

(Konvensi Hak anak) tahun 1989. Demi melancarkan perlindungan hak anak, pada 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dibentuklah 

lembaga negara khusus yang melindungi kesejahteraan anak lembaga itu dinamakan 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah bentuk mandat dari Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kepada Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak yang jelasnya berada di pasal 74 bahwa6 : 

“(1)Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan 

pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk  Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia yang bersifat independen;” 

                                                             
5 Hari ini dalam Sejarah: UNICEF Berdiri untuk Membantu Anak-anak di Dunia 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/11/090200665/hari-ini-dalam-sejarah--unicef-berdiri-untuk-

membantu-anak-anak-di-dunia?page=all diakses pada 12 Maret 2021 pukul 01.51. 
6 Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

https://www.kpai.go.id/profil diakses pada 12 Maret 2021 pukul 01.35 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/11/090200665/hari-ini-dalam-sejarah--unicef-berdiri-untuk-membantu-anak-anak-di-dunia?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/11/090200665/hari-ini-dalam-sejarah--unicef-berdiri-untuk-membantu-anak-anak-di-dunia?page=all
https://www.kpai.go.id/profil


 

 

“(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi 

Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung 

pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Amal di daerah” 

Adapun juga dijelaskan tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu di 

Undang-Undang ini pada pasal 75, bahwa7 : 

“(1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan 

Hak Anak; 

(2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang 

penyelenggaraan Perlindungan Anak; 

(3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; 

(4) Menerima dan melakukakn penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai 

pelangaran Hak Anak; 

(5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; 

(6) Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang 

Perlindungan Anak; dan 

(7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan 

pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.” 

Anak sebagai korban trafficking memiliki jumlah kasus yang stabil dari tiga tahun 

terakhir ini. Pada tahun 2018 tercatat ada 65 anak yang menjadi korban trafficking, di 

tahun 2019 ada 5 anak dan tahun 2020 meningkat pesat menjadi 195 jumlah anak yang 

menjadi korban trafficking. Berikut tabel dibawah ini: 8 

  

2018 2019 2020 

Anak korban  

65 

 

5 

 

195 

                                                             
7 ibid. 
8 Modus-Modus Menjual Manusia 

https://akurat.co/news/id-703872-read-modusmodus-menjual-manusia-waspadalah-pengantin-pesanan-sedang-

hangathangatnya diakses pada 23 Maret 2021 pukul 16.51 

https://akurat.co/news/id-703872-read-modusmodus-menjual-manusia-waspadalah-pengantin-pesanan-sedang-hangathangatnya
https://akurat.co/news/id-703872-read-modusmodus-menjual-manusia-waspadalah-pengantin-pesanan-sedang-hangathangatnya


 

 

trafficking 

 Data KPAI terkait korban TPPO yang melapor dari 20. Dok: KPAI 

 Kejahatan perdagangan anak yang dikategorikan sebagai perdagangan orang 

merupakan extra ordinary crime yang dilakukan secara besar dan lintas negara (trans 

nasional). Kejahatan trans nasional yang melampaui batas negara merupakan kejahatan 

internasional yang menjadi urusan setiap negara yang memiliki komitmen melindungi 

hak asasi manusia. 

Para pelaku Child Trafficking (Perdagangan anak) di Indonesia mempunyai 

berbagai modus-modus operandinya. Banyak celah yang masih bisa di lihat oleh para 

pelaku tersebut untuk menjalani aksinya. Perdagangan ini adalah salah satu perdagangan 

yang dilarang yang mekanismenya  dengan menjual laki-laki, perempuan atau anak-anak 

selayaknya barang dengan motif biasanya yaitu menjamin kehidupan yang layak 

terhadap sang korban dari penjualan orang tersebut. Tentunya hal ini melanggar dan 

mengambil hak-hak asasi manusia yang seharusnya semua orang dapatkan. Tujuan dari 

tindakan para korban diperdagangkan ini adalah untuk perbudakan ilegal, diambil organ 

tubuhnya dan juga biasanya adalah eksploitasi seksual. Kejadian ini tidak hanya berlaku 

untuk para orang dewasa namun terhadap anak-anak juga. 

Perdagangan anak selain melanggar hak asasi manusia secara khusus melanggar 

hak-hak anak yang diatur dalam beberapa instrument hukum nasional. Intstrumen hukum 

tersebut beberapa diantaranya ialah Undang-Undang yang membahas hak dan 

perlindungan anak, Undang-Undang yang membahas sistem dalam peradilan anak, 

Undang-Undang yang membahas kejahatan perdagangan manusia, dan lain-lain. 

Kejahatan perdagangan anak pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang 

dewasa melainkan juga melibatkan anak. Pelaku kejahatan yang tidak hanya orang 

dewasa akan berdampak pada perbedaan sistem peradilan khususnya proses penuntutan 



 

 

apabila terdapat pelaku anak. Perbedaan usia pelaku perdagangan anak yang membuat 

terjadinya sistem peradilan juga akan berdampak pada penegakkan hak anak pelaku 

sekalipun dalam sistem peradilan pidana anak, anak tersebut bestatus lajang berstatus 

anak berkonflik dengan hukum. Upaya pencegahannya pun masih belum dijelaskan 

perlindungan hukum preventif secara rinci pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang juga kurang memfokuskan keoada anak sebagai korban tindak 

pidana perdagangan orang yang berarti Undang-Undang dari kita belum konsisten 

dengan hukum internasional yang berlaku. Sehingga para oknum masih dapat mencari 

celah untuk melakukan aksinya untuk memperdagangkan korban atau anak tersebut 

Untuk itu penulis berniat untuk membahas “ PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG 

MENURUT KONVENSI HAK ANAK 1989 DAN HUKUM NASIONAL” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: 

1. Apa faktor penyebab Child Trafficking di Indonesia?  

2. Bagaimana efektivitas peran instrument pemerintah dan hukum nasional terhadap 

perlindungan hukum mengenai Child Trafficking di Indonesia? 

3. Bagaimana perlindungan hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya Child 

Trafficking? 

 

C. Tujuan Penelitian 



 

 

Melihat dari latar belakang sebelumnya, tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh 

penulis sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab Child Trafficking di 

Indonesia. 

2. Untuk menganalisis apakah bentuk instrument pemerintah dan hukum nasional 

dalam menangani  Child Trafficking sudah efektif. 

3. Untuk menganalisis hukum apa yang efektif agar Child Trafficking tidak terjadi 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:  

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum internasional, khususnya mengenai 

perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban perdagangan orang dan bisa 

memahami hak-hak anak yang khususnya diatur di dalam International Covenant of 

Child Rights dan juga beberapa Undang-Undang nasional yang menjadi acuan hak 

anak. 

2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan untuk 

pengembangan lebih lanjut mengenai perlindungan hak-hak anak yang ada di 

Indonesia dan agar meminimalisir terjadinya perdagangan anak sebagai korban untuk 

perdagangan orang. 

 

 

 

E. Ruang Lingkup 



 

 

Ruang lingkup penelitian ini penulis hanya membatasi perlindungan dari hukum 

kepada anak yang menjadi korban perdagangan orang menurut kovenan hak anak tahun 

1989 dan hukum nasional khususnya pada bidang hak-hak anak. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Setiap negara harus mempunyai perlindungan hukum di setiap aspek kehidupan 

bermasyarakat demi tercapainya kesejahteraan bangsa. Perlindungan hukum ini awal 

munculnya dipicu oleh teori hukum alam atau aliran hukum alam menurut Fitzgerald 

sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo.9. Teori ini salah satu sumbernya adalah 

unsur hukum dan moral yang tidak akan terpisahksn Para ahli menyimpulkan dari 

pengertian-pengertian hukum yang dikemukakannya seperti Dr. O. Notohamidjojo, 

S.H., Prof. Mahadi, S.H., Soerdjono Dirdjosisworo yang mana hukum memiliki 

pembatasan yang hampir mirip yaitu hukum berisi peraturan tingkah laku manusia10 

Teori perlindungan hukum ini bertujuan untuk mengkorelasikan beberapa 

kepentingan masyarakat dengan adanya kepentingan hukum. Kepentingan hukum ini 

mengurus segala hak dan kewajiban manusia. 

Perlindungan hukum juga lahir dari hak dan kewajiban manusia bagaikan pisau 

bermata dua perlindngan hukum sudah pasti menjadi hak bagi setiap warga negaranya 

tetapi perlindungan hukum juga menjadi kewajiban bagi negaranya karena disetiap 

negara wajib memberikan perlindungan hukum untuk warga negaranya. Bagi negara 

kita yaitu negara Indonesia ini sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 

1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: ”Indonesia adalah negara hukum” yang berarti 

                                                             
9 Satjipto Raharko, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 33 
10 Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press, 2012, hlm 5-6 



 

 

Indonesia mengutamakan hukum itu sendiri dan didalam hukum terdapat unsur 

perlindungan hukumnya yang menjadi eksistensi dari negara hukum.11 

Perlindungan hukum berdasarkan gambaran diatas ialah salah satu fungsi dari 

hukum yang mana fungsinya adalah dapat memberikan ketertiban, keadilan, 

kemanfaatan, kedamaian dan kepasitan. Menurut beberapa ahli berikut pengertian dari 

perlindungan hukum: 

a) Menurut pendapat Satjito Rahardjo tentang perlindungan hukum ialah suatu 

usaha untuk melindungi kepentingan individu dengan cara menempatkan 

kekuasaan Hak Asasi Manusia dari padanya untuk ditindak dalam rangka demi 

tercapainya tujuan kepentingan tersebut. 

b) Menurut pendapat Setiono mengenai perlindungan hukum ialah sebuah per-

upayaan melindungi masyarakat terhadap perilaku semena-mena oleh penguasa 

yang berlawanan dengan aturan hukum yang ada, yaitu agar mewujudkan 

ketertiban dan ketentraman agar manusia menikmati haknya for being a human.. 

c) Menurut pendapat Muchsin bahwa perlindungan hukum ialah suatu tindakan dari 

instrument hukum yang mana untuk melindungi seseorang dengan menyelaraskan 

hubungan dari value yang terdapat pada sikap tindak pada pergaulan hidup 

manusia yang cita-citanya ialah tercapai ketertiban. 

d) Menurut pendapat Philipus M. Hadjon mengaitkannya dengan hal authority. Dia 

menjelaskan ada dua yaitu power of government dan economics power. Pada 

kaitannya dengan power of government akan selasu ada sengketa didalam 

perlindungan hukum antara penguasa (pemerintah) dengan rakyat (yang 

diperintah). Dan dalam economic power persengketaan perlindungan hukum yaitu 

untuk si lemah (pada bidang ekonomi)  terhadap si kuat (dalam bidang ekonomi). 

                                                             
11  Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 04, No 01, 2016, hlm 55.  



 

 

Dari pengertian-pengertian protection of law menurut para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa fungsi dari perlindungan hukum ini adalah yang gunanya menjaga 

hak manusia dan juga pengakuan Hak Asasi Manusia di mata hukum. Di Indonesia 

sendiri Hak setiap warga negara Indonesia sudah ditentukan di dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 untuk memperoleh perlindungan hukum yang 

berbunyi : “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.12 

Dari penjelasan perlindungan hukum di atas jenis-jenis pembagian perlindungan 

hukum ada dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan 

hukum represif. Seorang ahli Philipus M. Hadjon menjelaskan dua jenis pembagian 

perlindungan hukum itu. Berikut penjelasannya: 

a) Perlindungan Hukum Represif 

Prinsip perlindungan hukum ini ada dua yang pertama, prinsip perlindungan 

hukum terhadap tindakan pemerintah yang berpatokan dan berasal dari konsep 

tentang pengakuan dan perlidungan hak-hak asasi manusia. Asal mula konsep itu 

ditujukan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat 

dan pemerintah. Prinsip yang kedua berdasar dari perlindungan hukum terhadap 

tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Perlindungan hukum represif 

ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Contoh beberapa instrument hukum 

yang memakai perlindungan hukum ini adalah Pengadilan Umum dan Pengadilan 

Administrasi di Indonesia. 

b) Perlindungan hukum preventif 

                                                             
12 Fungsi perlindungan hukum, Kompas. 

https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindungan-hukum-dan-penegakan-

hukum?page=all diakses pada 12/02/2021 pukul 18.27 

https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum?page=all


 

 

Istilah preventif sendiri ini adalah mencegah jadi bisa dikatakan perlindungan 

hukum preventif ini adalah adanya subjek hukum yang di berikan kesempatan 

mengajukan keberatan atau membela pendapatnya sebelum keputusan pemerintah 

sudah bulat. Dengan adanya perlindungan preventif ini mengefektifkan pemerintah 

dalam mengambil keputusan walau di negara Indonesia ini ternyata belum ada 

pengaturan khusus tentang perlindungan hukum preventif. Tujuan dari 

perlindungan hukum preventif ini adalah sesuai dengan pengertiannya di awal 

yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa13 

2. Teori Efektivitas 

Kata efektif adalah induk suku kata dari efektivitas yang artinya tercapainya 

tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan hasil yang ingin 

dia atau mereka capai.14 Kata efektif ini adalah terjemahan dari Bahasa inggris yaitu 

“effective” Efektivitas berkaitan dengan ekpsektasi hasil yang ingin dicapai seseorang 

atau kelompoko dengan hasil nyata atau realita yang dicapai oleh seseorang atau 

kelompok tersebut. Salah satu unsur yang berkaitan dengan efektivitas ini yaitu 

efesiensi. Meski mempunyai kaitan yang melekat erat, efesiensi dan efektivitas tidak 

bisa disamakan karena mempunya arti yang berbeda.  

 

Lawrence M Friedman mengatakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif atau 

tidak tergantung pada tiga unsur sistem hukum, tiga unsur tersebut ialah structure of 

law (struktur hukum), substance of the law (substabsi hukum), dan legal culture 

(budaya hukum). Structure of law yaitu berkaitan dengan aparat para penegak hukum, 

                                                             
13 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, 

hlm 30 
14 Efektivitas Adalah, Dosen pendidikan 2 

https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/ di akses pada 24 Februari 2021 pukul 11:23 

https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/


 

 

substance of law melingkupi perangkat dari undang-undang dan legal culture adalah 

hukum yang berlaku di masing-masing masyarakat. 

Friedman menulis buku yang berjudul “American Law An Introduction” 

menjelaskan sistem-sistem hukum yang dimaksud oleh Friedman ialah:15 

1. Structure of law, melingkupi pranata hukum dan aparatur hukumnya. 

Structure of law ini erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dijalankan 

oleh para aparat penegak hukum. Substansi ini berperan penting dalam 

pemberlakuan, perumusan, dan penegakkan hukum.  

Dalam substansi sistem hukum Friedman ini ada dua aspek struktur hukum, 

yaitu:16 

a. Sarana dan prasarana hukum adalah fasilitas yang harus diberikan oleh 

hukum harus yang terbaru dan lengkap untuk digunakan dalam 

perumusan, penegakkan dan pemberlakuan guna memudahkan 

penegakkan hukum dalam melaksanakan tugasnya 

b. Aparat hukum yang mempunyai wibawa yang kuat dalam perumusan 

hukum dan pelaksanaannya serta penegekannya. Karena apaila aparat 

hukum yang mempunyai wibawa yang kuat tidak akan goyah tanggung 

jawabnya sebagai aparat dan akan menjadi cerminan bagi masyarakat 

dalam menjalankan peraturan hukum di kehidupan bermasyarakatnya. 

2. Substance of law, melingkupi seluruh aturan baik yang terkodifikasi maupun 

yang tidak, yang formiil maupun yang matriil. Norma-norma atau peraturan-

peraturan tersebut yang dibuat oleh pejabat berwenang bertujuan untuk 

mengatur ketertiban di masyarakat. 

                                                             
15 Huda, Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman. 

http://tugasmakalah96.blogspot.com/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html diakses pada 23 Maret 

2021 pukul 19.07 
16 Mohamad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, UIN-Maliki Press, Malang, 

2018, hlm 170 

http://tugasmakalah96.blogspot.com/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html


 

 

Berikut tiga aspek penting agar substansi hukum menjadi valid :17 

a. Aspek filosofis, adalah hukum harus mengarahkan nilai-nilai yang 

menjadi filosofis di kehidupan bermasyarakat agar tidak ada pertentangan 

nilai moral dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam masyarakat 

b. Aspek sosiologis, adalah hukum harus mengarahkan nilai-nilai yang 

menjadi filosofis di kehidupan bermasyarakat agar masyarakat dapat 

menerima hukum tersebut. 

c. Aspek yuridis, adalah hukum tersebut tudak boleh bertentangan satu sama 

lain agar menghindari kebingungan di kehidupan bermasyarakat. 

3. Legal culture, merupakan perspektif dari sisi budaya secara umum, 

kebiasaannya, pendapat-pendapatnya, cara berfikir dan bertindak untuk 

mengarahkan kekuatan  sosial di masyarakat. 

Dalam pandagan konseptual dan operasional, budaya hukum menciptakan 

konsep dan praktek turunan yaitu kesadaran dan kepatuhan hukum. Kesadaran 

dan kepatuhan tersebut adalah :18 

a. Kesadaran hukum merupakan sifat terdalam manusia seperti nalar bawah 

sadar manusia untuk menjalani dan memahami hukum itu untuk ditaati 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Kepatuhan hukum merupakan komitmen setiap manusia untuk menaati 

segala aturan-aturan yang berlaku dalam kondisi apapun. Aspek ini 

merupakan aspek penting dan yang sulit dilaksanakan oleh para individu 

dan masyarakat karena harus mempunyai pendirian yang kuat juga untuk 

menjaga komitmennya. 

                                                             
17 Ibid, hlm 169 
18 Ibid, hlm 174 



 

 

Arthur G. Gedeian beserta kawan-kawannya menjelaskan arti dari efektivitas 

ialah menyeimbangkan antara capaian dari tujuan kelompk dengan efektivitasnya.19 

Bronislaw Malinowski seorang antropolog mengemukakan pendapatnya 

mengenai teori efektivitas pengendalian sosial dan hukum. Dari penganalisisannya 

terdapat tiga masalah yang meliputi yaitu:20  

a. Kehidupan bermasyarakat yang modern, ketertiban masyarakat bernaung 

salah satunya kepada suatu alat untuk mengendalikan ketertiban masyarakat 

yang mempunyai sifat imperatif yang dinamakan hukum, dan pelaksanaannya 

ini juga dibantu dengan sistem instrument kekuasaaan yang terkelompok pada 

suatu negara.. 

b. Selain dari kehidupan bermasyarakat modern ada juga kehidupan 

bermasyarakat yang primitif, instrument hukum yang di ciptakan penguasa di 

suatu negara itu jarang ada. 

Pengertian tentang teori efektivitas hukum juga disentuh oleh Soerjono Soekanto, 

beliau mengatakan efektif adalah ukurang sejauh mana suatu kelompok dapat 

mencapai tujuannya. Hukum sudah dinyatakan efektif jika sudah berdampak hukum 

yang positif. Maksud dari dampak hukum yang positif ini ialah hukum dapat 

mencapai tujuannya dalam membina atau mengubah pola berperilaku manusia agar 

perilakunya dinyatakan menjadi perilaku hukum. Dalam pengertiannya hukum bukan 

hanya dari unsur imperative secara hal luar tapi adanya proses pengadilan juga. Proses 

pengadilan ini tidak hanya mutlak memaksa dalam mencari keberhasilan hukum 

namun juga ada unsur pencegahannya. Ancaman paksaaanpun juga salah satu unsur 

                                                             
19 Nasution, Sosiologi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hlm 56 
20 H. Halim HS dan Erles Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 305 



 

 

kaidah dari hukum. Oleh karenanya, paksaan ini erat hubungannya dengan efektif atau 

tidaknya keberlakuan suatu aturan hukum.21 

Teori efektivitas hukum ini tentunya mempunyai pengujian efektif atau tidaknya 

suatu hukum, menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang menyebabkan 

efektif atau tidaknya suatu hukum tersebut, yaitu:22 

a. Faktor Hukum (Undang-Undang) 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak ataupun instrumen penguasa yang 

membentuk maupun menerapkan hukum 

c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum 

d. Faktor masyarakat atau masing-masing individu, yakni lingkungan dimana 

hukum tersebut berlaku 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasar 

dari karsa manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. 

Romli Atmasasmita juga ikut menambahkan faktor-faktor keefektivitasan hukum 

yang dikemukakakan oleh Soerjono Soekanto. Beliau mengatakan bahwa faktor-

faktor penghambat dari efektivitas hukum ini tidak hanya pada sikap mental aparatur 

penegak hukum namun  juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering 

terlupakan.23 

 

G. Metode Penelitian  

Pada penelitian ini metode yang dipakai oleh penulis untuk memperoleh informasi 

dan data yang dibutuhkan yaitu: 

                                                             
21 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm 

80 
22 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakrta, 2008, hlm 8 
23 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum, Mandar Maju, 

Bandung,  2001, hlm 55 



 

 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat 

normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan pustaka atau buku sebagai 

bahan utama penelitian. Dilihat dari tipenya, penelitian ini termasuk dalam penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang detail 

mungkin sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.24 

2. Pendekatan penelitian  

Penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian yamg di antaranya 

pendekatan dari Undang-Undang (Statue Approach), pendekatan kasus (Case 

Approach) dan pendekatan hukum sosiologis (Sosio Legal Approach). Pendekatan 

Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan 

yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti.25 Kemudian ada pendekatan 

kasus yang mana pendekatan ini dilakukan melalui ratio decidendi. Letak dari ratio 

decidendi ini berada di fakta-fakta materiel. Fakta-fakta materiel tersebut bisa berupa 

orang, tempat, waktu dan segala yang mengikutinya asalkan terbukti.26    

3. Bahan Hukum  

a. Bahan Hukum Primer 

Merupakan material hukum yang mempunyai sifat hukum yang mengikat, 

untuk memperoleh material hukum primer, penulis mengambil melalui: 

1. Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 no 165) 

                                                             
24 Sri Mamudji et al., 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , Jakarta, Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.4. 
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Persada Media: Jakarta, 2011, hlm. 93. 
26 Ibid, hlm 158 



 

 

3. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109) 

4. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297) 

5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 

58) 

6. Undang-Undang No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.52) 

7. Undang-Undang No. 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. (Kovenan Internasional 

Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 No. 118) 

8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International 

Covenant on Civil and Political Rights. (Kovenan Internasional Tentang 

Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Repulik Indonesia No. 119) 

9. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 153) 

10. Keputusan Presiden Repulik Indonesia No. 36 tahun 1990 Tentang 

Pengesahan Convention on The Rights of The Child. (Konvensi Tentang 

Hak-hak Anak) 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum prioritas kedua dan bahan 

hukum ini dalam artiannya dibagi menjadi dua artian yaitu hukum sekunder dalam 



 

 

arti luas dan dalam arti sempit27. Pada arti sempit bahan sekunder ini biasanya 

adalah buku-buku hukum yang isinya ajaran atau doktrin dan perjanjian (treatises); 

kumpulan artikel yang isinya adalah ulasam hukum (law review) yang biasanya di 

terbitkan secara berkala; serta narasi dari pengertian, tema atau konsep, phrase, dan 

beberapa ensiklopedia tentang hukum28. Serta bahan hukum ini adalah 

pengkongkritan dari bahan hukum primer. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan Hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan arahan dari kedua 

bahan hukum sebelum bahan hukum ini dalam skala prioritas bahan.29 

4. Inventarisasi Hukum 

Data yang ada pada penelitian ini akan disatukan melalui metode studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan 

cara menggali informasi dari beberapa sumber pustaka30. Maksud dari sumber pustaka 

itu adalah bahan-bahannya yang diperlakukan untuk meneliti materi untuk membahas 

permasalahan-permasalahannya. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Dalam menganalisis, penulis menganalisis dengan cara kualitatif. Dalam cara 

ini penulis mencoba mengkualifikasikan hasil data yang sudah diambil dan 

diteraturkan, lalu data yang diperoleh itu dibangun di dalam hipotesa melalui logika 

berfikir induktif, yaitu pemikiran yang berlaku kongkrit saat dihadapi. Lalu dilakukan 

intrepretasi serta perumusannya.  

                                                             
27 Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 144. 
28 Ibid, hlm. 145. 
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https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/ diunduh 

pada 04 Oktober 2020, pukul 1:59 WIB 
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Group, 2005), hlm. 2 
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6. Penarikan Kesimpulan  

Penulis dari penelitian menggunakan metode logika deduktif. Logika deduktif 

ini ialah ketentuan hukum yang bersifat abstrak dan di khususkan pada bentuk 

ketentuan hukum konkrit agar dapat diartikan dan dapat diambil kesimpulan dari 

pembahasan penelitian ini yang menjadi upaya untuk mencari jawaban dari masalah 

yang ada di dalam penelitian ini.31 
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https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-

hukum-normatif/ diunduh pada 04 Oktober 2020, pukul 1:59 WIB 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

https://www.kpai.go.id/profil diakses pada 12 Maret 2021 pukul 01.35 
 

Hari ini dalam Sejarah: UNICEF Berdiri untuk Membantu Anak-anak di Dunia 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/11/090200665/hari-ini-dalam-sejarah--

unicef-berdiri-untuk-membantu-anak-anak-di-dunia?page=all diakses pada 12 Maret 

2021 pukul 01.51. 

Huda, Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman. 

http://tugasmakalah96.blogspot.com/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html 

diakses pada 23 Maret 2021 pukul 19.07 

 

Modus-Modus Menjual Manusia 

https://akurat.co/news/id-703872-read-modusmodus-menjual-manusia-waspadalah-

pengantin-pesanan-sedang-hangathangatnya diakses pada 23 Maret 2021 pukul 16.51 

 

Article 1 Convention on the Right of the Child 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx, diakses pada tanggal 31 

Mei 2021 pukul 20.42 
 

Terjemahan Konvensi Hak Anak Pasal 1 

https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak , diakses pada 

tanggal 31 Maret 2021 pukul 20:51 

 

Pengertian Perdagangan Anak 

https://www.jasahukumbali.com/artikel/pengertian-perdagangan-anak diakses pada 

tanggal 01 Juni 2021 pukul 16.32 

 

Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pemberantasan Perdagangan Anak 

https://bphn.go.id/data/documents/koordinasi_antar_lembaga_dalam_pemberantasan_per

dagangan_anak.pdf diakses pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 16.40 WIB. 
 

NEXUS Institute 

https://nexusinstitute.net/about/ diakses pada tanggal 21 Juli 2021 Pukul 21.55. 

 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of 

children,child prostitution and child pornography 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx diakses pada tanggal 

02 Juni 2021 pukul 01.26 
 

KPAI: Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam 

Pemberitaan Media Massa  

http://www.kpai.go.id diakses pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 17.40 
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https://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-13-tahun-2006-tentang-perlindungan-

saksi-dan-korban/ diakses pada tanggal 07 September 2021, pada pukul 18.21 

 

Kongres PBB ke-7 

http://eprints.undip.ac.id/39462/2/KebijakanOrientasi.pdf diakses pada tanggal 02 Juni 

2021 pukul 02.47 

 

Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia 

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-

di-indonesia diakses pada tanggal 12 September 2021 pukul 23.15 
 

Perkawinan Dini dinilai Sebagai Akar Masalah Perdagangan Orang 

https://nasional.kompas.com/read/2017/03/02/17562791/perkawinan.dini.dinilai.sebagai.

akar.masalah.perdagangan.orang diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 00.42 

 

Mereka yang Tidak Tercatat: Rapuhnya Fondasi Pencatatn Sipil di Indonesia 

https://theconversation.com/mereka-yang-tidak-tercatat-rapuhnya-pondasi-pencatatan-

sipil-di-indonesia-155650 diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 01.14. 
 

Dirjen Dukcapil Ingatkan Masyarakat Pentingnya Akta Lahir 

https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/842/dirjen-dukcapil-ingatkan-masyarakat-

pentingnya-akta-lahir diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 01.25 

 

UU No. 35 Tahun 2014 

http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-

pa.pdf. Diakses pada tanggal 05 Juni 2021 pukul 19.11 

 

Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak di Bidang 

Perdagangan Anak (Trafficking) dan Eksploitasi Terhadap Anak 

https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-

perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-

anak diakses pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 22.04 

 

Peran Anak Sebagai Agen Perbuahan Pencegahan TPPO 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2548/peran-anak-sebagai-agen-

perubahan-pencegahan-tppo diakses pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 22.13 

 
Petunjuk Teknis Pendataan dan Pelaporan Data Tindak Pidana Perdagangan 

Orang 

https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/02e85-petunjuk-teknis-pendataan-dan-

pelaporan-tppo.pdf diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 22:41 

 

Pelayanan Publik dan Perdagangan Orang 

https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-dan-perdagangan-

orang diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 16.40 
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https://www.bappenas.go.id/files/6313/5228/2719/bab-12-peningkatan-kualitas-

kehidupan-dan-peran-perempuan-serta-kesejahteraan-dan-perlindungan-anak.pdf diakses 

pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 18.22. 

 

Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 

https://elearningtppo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php/477/mod_resource/content/1/13.%

20Kementerian%20Koordinator%20Bid.%20PMK%20-

%20Rakornas%20GT%20PP%20TPPO%202019.pdf diakses pada tanggal 17 September 

2021 pukul 02.23. 

 

KPAI: 217 Anak Jadi Korban Prostitusi Hingga April 2021 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban-

prostitusi-hingga-april-2021 diakses pada tanggal 17 September 2021 pukul 16.19 
 

Putusan PN Banjarmasin 1384/Pid/Sus/2017/PN BJM 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d416a8934a47494487221d4c7

0485542.html diakses pada tanggal 25 Juni 2012 pukul 18.36 

 

Putusan PN Kota Agung Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kot 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb48bf07cfbe3e81b1313034

343437.html diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 00.54. 

 

Wahyu Susilo, “Memerangi Perdagangan Manusia Di Era Periode Kedua 

Pemerintahan Jokowi,”  

https://www.dw.com/id/memerangi-perdagangan-manusia-di-era-periode-kedua-

pemerintahan-jokowi/a-49511878 tanggal 18 September 2021 
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